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KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  

BADAN GIZI NASIONAL  
 

NOMOR 43 TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
SEKRETARIS UTAMA BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) 
Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2025 
tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan 
Gizi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris 

Utama Badan Gizi Nasional tentang Petugas Pelayanan 
Informasi Publik di Lingkungan Badan Gizi Nasional;  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5149); 

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang 
Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 173); 

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 

37); 
5. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
625);  

6. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan 
Pemenuhan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 626); 

7. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2025 
tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan 
Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2025 Nomor 476); 
 

/Memperhatikan: ... 










